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B U P A T I   B A L A N G A N 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN  BUPATI  BALANGAN 
NOMOR 13 TAHUN 2020     

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG 
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pasal 44 Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah, 
maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan 
uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat 
Daerah;  
 

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang 
sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab 
Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dipandang perlu 
untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas 
unsur–unsur organisasinya; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan 
Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Rumah Sakit 
Umum Daerah Balangan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4265); 
 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072);  
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1213);  
 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 36 TAHUN 2014 
TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR–
UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
BALANGAN. 
 

PASAL I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit 
Umum Daerah Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 
Nomor 36), diubah sebagai berikut : 
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Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 6 (enam) Pasal, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2A 
 

(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana 
teknis dinas Daerah, terdapat Rumah Umum Sakit Daerah 
Balangan sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan 
masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan 
layanan secara profesional. 
 

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah Balangan memiliki 
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta 
bidang kepegawaian. 
 

(3) Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dipimpin oleh Direktur. 
 

Pasal 2B 
 

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dalam pengelolaan 
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) bertanggung jawab 
kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
di bidang kesehatan. 
 

(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangaan dan 
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit 
Umum Daerah Balangan.   

 
Pasal 2C 

 
(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan 
dan penatausahaan barang milik Daerah. 
 

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan ditetapkan selaku kuasa 
pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan memiliki tugas 
dan kewenangan: 

a. menyusun rencana kerja dan anggaran; 

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 

c. menandatangani surat perintah membayar; 

d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung 
jawabnya; 
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e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang 
dipimpinnya; 

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat 
penatausahaan keuangan; dan 

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam 
rangka pengelolaan keuangan Daerah. 

 
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan 
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan melalui 
pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga 
bagi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang telah menerapkan pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun 
rencana bisnis anggaran. 

 
Pasal 2D 

 
(1) Dalam pelaksanaan pengelolaankeuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2C ayat (1), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan 
melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2C ayat (3) huruf b sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya. 

 
Pasal 2E 

 
(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2C ayat (1), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan 
melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang 
merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. 
 

(3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 2F 

 
(1) Dalam penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud Pasal 2C ayat (1), dilaksanakan mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik 
daerah. 
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(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) RSUD Balangan yang bersumber dari APBD dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 
 

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) RSUD Balangan yang bersumber dari: 

a. jasa layanan; 

b. hibah tidak terikat; 

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan 

d. lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD 
Balangan yang sah; 

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau 
seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang undangan mengenai 
pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala 
Daerah. 
 

(5) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa 
yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, 
cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung 
kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD 
Balangan. 

 
Pasal 2G 

 
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A 
ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan: 

a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dapat 
mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai 
aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Direktur Rumah Sakit Daerah Balangan memiliki kewenangan dalam 
menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan memiliki kewenangan 
dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit 
Umum Daerah Balangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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PASAL II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
 
Ditetapkan di  Paringin 
pada tanggal  20 Januari 2020 
 

BUPATI BALANGAN, 
 
  ttd 
 
  
 
H. ANSHARUDDIN 

 
Diundangkan di Paringin 
pada tanggal  20 Januari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN, 
 
 
 ttd 

 
 
H. RUSKARIADI 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 13 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  

KABAG. HUKUM SETDA 

KABUPATEN BALANGAN 

 
H. M. IWAN SETIADY, SH 

NIP. 19780929 200501 1 009 


